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ABSTRACT 
 Demokrasi sebagai suatu proses telah membentuk semangat persamaan dan kebersamaan 
dalam pencapaian kebaikan dalam berpolitik. Setelah sukses menyelenggarakan pemilu 2004 secara 
langsung, yang juga selanjutnya disusul dengan pemilihan ditingkat lokal, yakni pemilihan kepala 
daerah (Pilkada) yang dilakukan secara langsung merupakan fenomena yang telah terjadi. Hadirnya 
Pilkada sebagai respon atas keinginan masyarakat lokal, yang kemudian direspon kembali oleh 
pemerintah melalui kebijakan merupakan fakta yang dialami oleh bangsa kita saat ini. 
Kebijakan penyelenggaraan perpolitikan di Indonesia setidaknya memberikan kesempatan 
bagi masyarakat untuk menikmati sebuah demokrasi pada tingkat lokal yang disebut Pilkada, namun 
berbagai masalah kemudian muncul sebagai bagian dari dinamika politik lokal dan hal ini menjadi 
tantangan bagi para elite daerah  untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, serta 
mengatur dan mengelola segala potensi daerah. 
Menyikapi fenomena tersebut peran dari tokoh masyarakat dirasakan sangat penting dalam 
upaya meningkatkan partisipasi masyarakat ditingkat local. Oleh sebab itu penelitian tentang hal ini 
sangat perlu dilakukan. 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 
 Pilkada langsung merupakan arus balik politik lokal atau sering disebut pergeseran dari sistem 
elite vote ke popular vote. Sehingga, dalam realitasnya tidak jarang ditemukan permasalahan disana sini, 
namun permasalahan yang paling mencolok adalah benturan berbagai kepentingan politik sehingga dalam 
ajang pilkada terkadang terjadi konflik yang sepertinya sulit terhindarkan. 
 Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tidak hanya merupakan format 
baru dalam kancah politik nasional, melainkan merupakan arus politik demokrasi pada arus lokal. 
Kedudukan kepala daerah sebelumnya yakni pada masa rezim orde lama dan orde baru ditunjuk langsung 
oleh pemerintah pusat tanpa melihat aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal kemudian berbalik kepada 
masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin daerahnya. 
 Pada masa orde baru, eksistensi tokoh masyarakat ini kemudian hanya dijadikan alat untuk 
melegitimasi kekuasaan orde baru (Soeharto), dan menjadi instrumen yang digunakan pemerintah untuk 
menekan keinginan masyarakat lokal yang menginginkan pengelolaan secara mandiri atas sumber-sumber 
yang ada di daerahnya.  
 Seiring dengan berlakunya kebijakan desentralisasi, kecenderungan tokoh masyarakat kemudian 
tidak lagi menjadi sebagai alat legitimasi pemerintah pusat tetapi tokoh masyarakat, kini lebih cenderung 
melihat ruang perpolitikan secara pragmatis. Namun, perebutan kekuasaan ditingkat lokal kini 
menciptakan kembali ruang-ruang konflik yang tajam serta memicu pula munculnya etnosentrisme dan 
ego kedaerahan yang berlebihan.   
 Namun, pilkada dapat juga memberi ruang bagi tokoh-tokoh masyarakat lokal untuk 
mengaktualkan setiap gagasan ataupun kepentingan politik untuk kebaikan masyarakatnya. Karena tokoh 
masyarakat mempunyai kedekatan ikatan emosional dengan masyarakat, maka untuk mengakomodir 
berbagai gagasan-gagasan untuk kepentingan masyarakat, tokoh masyarakat diharapkan mampu 
menyambut kebijakan desentralisasi tersebut. keberadaan tokoh masyarakat seperti yang ada di desa 
kapitu kecamatan amurang barat kabupaten minahasa selatan, cenderung masih terikat oleh nilai-nilai 
lama yakni tradisi dan ikatan kulturalnya. 
 Pilkada Bupati dan Wakil Bupati yang berlangsung di Kabupaten Minahasa Selatan, ini menarik 
untuk dicermati karena eksistensi tokoh masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat 
juga merupakan bagian dari partisipasi politik, ternyata dapat memberikan kembali ruang-ruang etnisitas 
untuk tumbuh subur di masyarakat.  
 Bercermin pada ajang pilkada yang telah bergulir di daerah lain, tampaknya bahwa mesin politik 
partai politik bukanlah satu-satunya penyokong kemenangan. Popularitas tokoh masyarakat sering kali 
justru menentukan kemana pilihan dijatuhkan. Dalam hal ini, kualitas dan rekam jejak selama ini menjadi 
acuan popularitas tokoh-tokoh yang bersaing dalam kontestasi politik lokal. 
 Disisi lain, bagi tokoh masyarakat di desa kapitu kecamatan amurang barat kabupaten minahasa 
selatan, selain kualitas serta rekam jejak pemimpin selama ini, ikatan etnisitas dan kekerabatan masih 
sangat kental. Faktor-faktor semacam ini secara langsung memberi celah bagi peranan patron sebagai 
pengarah opini publik yang potensial di ranah politik. 
 Melihat lebih seksama kontestasi politik lokal dalam pilkada Bupati dan Wakil Bupati yang 
berlangsung di Kabupaten Minahasa Selatan, tokoh masyarakat masih lebih cenderung dipengaruhi oleh 
ikatan-ikatan primordialnya. 
 Dari uraian latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk mengangkat penulisan judul 
skripsi tentang “ Evaluasi Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Partisipasi Politik pada Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan 2010 ”. 
 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai  berikut: 
Bagaimana Peran Tokoh Masyarakat di Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat terhadap Partisipasi 
Politik Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan 2010? 
 
Tujuan Penelitian 
Berdasarkan masalah yang dikemukakan maka penelitian ini bertujuan:  
Untuk mengetahui Peran dari Tokoh Masyarakat di Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat terhadap 
Partisipasi Politik Masyarakat Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa 
Selatan 2010. 
 
Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di Desa Kapitu 
Kecamatan Amurang Barat untuk berpartisipasi pada Pilkada di Kabupaten Minahasa Selatan nantinya. 
Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat bagi semua ilmu pengetahuan khususnya ilmu 
politik yang berkaitan dengan peran tokoh masyarakat terhadap partisipasi politik masyarakat mengikuti 
pilkada kabupaten minahasa selatan 2010. 
 
Metode Yang Digunakan 
Dalam penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi lapangan dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif di dukung oleh data kuantitatif. Nawawi (1983:63) mengatakan 
metode deskriptif dengan menggambar/ melukiskan keadaan subjek/ objek penelitian (seseorang, 
Lembaga, Masyarakat dan lain-lain) pada saat atau sebagaimana adanya. 
- Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 
Instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner yang sudah 
dipersiapkan terlebih dahulu kemudian diedarkan kepada responden dengan wawancara dan 
ditambah dengan interview guide. 
Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan 
data primer.Data primer di dapat dari hasil pengedaran kuisioner. 
- Teknik Analisis Data  
Teknik analisa data yang dipakai adalah analisa kuantitatif dengan menekankan pada penelitian 
deskriptif. Sedangkan untuk mencari tingkat perbandingan dalam suatu variabel maka digunakan 
bantuan rumus prosentase sebagai berikut : 
 
 
Dimana : 
P : Prosentase 
F : Frekuensi Jawaban Responden 
N: Jumlah Responden 
 
 
PEMBAHASAN 
Perubahan yang berlangsung, sejalan dengan diturunkannya Soeharto dari panggung politik, telah 
mendorong suatu perubahan signifikan dalam konfigurasi politik. Karena itu perubahan yang terjadi saat 
ini dipandang sebagai suatu langkah baru menuju terciptanya Indonesia baru di massa depan dengan 
dasar-dasar efisiensi dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Adapun tuntutan reformasi itu sendiri datangnya dari dua arah, yaitu secara internal dan secara 
eksternal sebagai bagian dari masyarakat global. Secara intern tuntutan reformasi muncul akibat 
terjadinya peningkatan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya tingkat 
pendidikan masyarakat, terbukanya berbagai isolasi serta akses informasi yang mudah diperoleh. Kondisi 
ini telah menyebabkan masyarakat makin kritis.Dalam mencermati pengelolaan kekuasaan negara yang 
telah dianggap telah menyimpang dari komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. masyarakat 
mulai berani menyatakan sikap dan mengungkapkan berbagai penyelewengan yang ada. Semua ini terjadi 
sebagai akibat dari perkembangan masyarakat. 
Pilihan demokrasi menjadi pilihan wajib kegiatan berdasarkan pertimbangan bahwa hanya 
pemerintahan yang demokratislah yang dapat menempatkan manusia pada jati dirinya. Proses 
demokratisasi itu sendiri sedang berlangsung di indonesia. 
Dimana saluran-saluran yang dulunya dianggap menghambat demokratisasi telah dibuka secara 
lebar. Beberapa aspek substansial yang telah mengalami perubahan antara lain adalah pergeseran sistem 
kepartaian. Pada massa orde baru kita menganut sistem multi partai yang oleh beberapa kalangan 
dianggap merupakan sistem kepartaian yang semu, karena dalam kenyataannya hanya satu partai saja 
yang selalu mendominasi perolehan suara dalam setiap pemilu. Pada massa reformasi ini kita menerapkan 
sistem multi partai yang murni.  
Demikian halnya dengan sistem pemilu yang telah mengalami penyempurnaan, dimana pemilihan 
umum saat ini telah mengggunakan sistem proporsional daftar terbuka dimana sistem ini lebih 
memberikan kebebasan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan pemilik pemerintah itu sendiri. 
Selain itu pula sekarang ini telah dilaksanakan pemilihan umum secara langsung berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004. 
Pemilu pertama tahun 1955 dilaksanakan pada pemerintahan menggunakan sistem demokrasi 
liberal berdasarkan UUDS 1950.Pada waktu itu puluhan partai dan perorangan turut sebagai kontestan 
pemilu, dan akhirnya memang tidak ada kontestan yang memperoleh suara mayoritas. Dan disinilah 
kelemahan sistem demokrasi liberal, pemerintah akan mudah jatuh kalau tidak di dukung oleh partai 
dengan suara mayoritas. Terlepas dari hasil pemilu 1955 yang tidak mampu menghadirkan sebuah partai 
dengan suara mayoritas dan kemudian kita tahu, konstituante yang baru menggantikan UUDS 1950, 
pemilu 1955 adalah contoh pelaksanaan pemilu yang sangat fair.Pemilu 1955 telah menjadi bagian dari 
sejarah Indonesia, kegagalanmaupun keberhasilannya. 
Proses transformasi politik yang diawali dengan runtuhnya rezim otoritarian menuju tatanan 
politik yang demokratis merupakan suatu perubahan yang sangat mendasar. Demokrasi dimaksudkan 
sebagai upaya membangun struktur dan sistem serta pengelolaan kekuasaan yang didasarkan atas 
kedaulatan rakyat.Hal ini diawali dengan pemilu 1999.Namun penyelenggaraan pemilihan umum tahun 
1999 tidak segera dapat menyelesaikan persoalan bangsa.Hal ini disebabkan oleh karena kehidupan 
politik selama kurang lebih empat belas tahun terakhir ini, perilaku elit politik sangat berorientasi pada 
kepentingan pribadi dan kelompok.Sempitnya, peran mereka jauh dari empati terhadap penderitaan dan 
kepentingan masyarakat. Wilayah politik yang seharusnya menjadi tempat dimana para elit bertanding 
merebut dukungan rakyat dengan menawarkan gagasan-gagasan yang berorientasi kepada kepentingan 
umum, hanya menjadi ajang perburuan kekuasaan yang didominasi oleh intrik dan akrobat politik yang 
mengabaikan norma dan etik serta komitmen kepada kepentingan rakyat. 
Proses pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2010yang berlangsung di kabupaten minahasa 
selatan, membawa peran serta tokoh masyarakat lokal dalam pergulatan politik yang sedang menuju 
babak baru yakni politik identitas.Hal ini yang kemudian menjadi topik penelitian penulis dalam rangka 
menambah pengetahuan dan pengalaman di dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan politik.  
Merespon kebijakan desentralisasi yang dewasa ini telah banyak diselenggarakan diberbagai 
daerah di indonesia. Peran tokoh masyarakat tersebutkemudian mendapat perhatian berbagai kalangan 
politik dan masyarakat besar yang ada di indonesia guna sebagai mesin pendongkrak suara pada setiap 
pemilihan umum yang digelar disetiap daerah.  
Pada saat pemilihan bupati dan wakil bupatitahun 2010 lalu dikabupaten minahasa selatan 
dilangsungkan bahwa pada pemilihan kepala daerah di minahasa selatan masih kuatnya hubungan ikatan 
primordialisme yang sangat kental dalam melakukan suatu resume politik.  
Seorang tokoh masyarakat dianggap mampu dalam mewakili harapan dan keinginan 
masyarakat.ketokohan seseorang dalam masyarakat merupakan representasi atau perwakilan kepentingan 
masyarakat itu sendiri, maka dari itu sesuai yang dikemukakan bahwa tokoh masyarakat ialah orang yang 
dianggap sebagai perwujudan dari masyarakat itu sendiri.Begitupun juga menurut Ramlan Surbakti 
bahwa kepemimpinan dari seorang tokoh yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dapat 
menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa-negara. 
Fakta objektif tersebut, beranggapan bahwa peranan tokoh masyarakat bersentuhan langsung 
dengan sistem politik yang terdesentralisir di daerah. Sehingga mengindikasikan bahwa beberapa tokoh 
masyarakat, diantaranya tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh agama memiliki peranan yang sangat 
penting dalam proses pilkada yang berlangsung di kabupaten minahasa selatan.  
Tokoh-tokoh masyarakat sebagai perwakilan kepentingan dari semua elemen didalam masyarakat 
itu kemudian mewujud dalam rangka mengakomodir setiap kepentingan-kepentingan masyarakat serta 
senantiasa menjadi yang terdepan dalam proses pengembangan sumber daya manusia yang ada dalam 
masyarakatnya.  
Tokoh-tokoh masyarakat di daerah dan kaum muda yang dikenal oleh khalayak memiliki 
kredibilitas, diharapkan berani tampil dan membawa aspirasi dan harapan masyarakat dalam berkompetisi 
di pilkada yang berlangsung tersebut, hal ini memungkinkan perkiraan setelah melihat figur-figur yang 
ada dan belum diyakini maksimal dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan warganya, 
sebagaimana impian demokrasi yang menekankan adanya perwujudan kesejahteraan yang sejati.  
Disamping itu, tokoh-tokoh masyarakat di daerah dan kaum muda hendaknya bersama-sama para 
penyelenggara pilkada dan seluruh elemen yang erat kaitannya terhadap momentum pilkada seperti 
panwaslu, parpol, perguruan tinggi, LSM, masyarakat adat dan lain sebagainya, Tidak hanya 
memposisikan masyarakat menjadi penonton semata dalam momentum pilkada.Tetapi proaktif 
memberikan pentingnya Voter Education dan Politik bagi masyarakat yang menekankan pada ranah 
kesadaran kritis, kesadaran berpolitik rakyat, dan yang lebih mendasar yakni pentingnya partisipasi politik 
masyarakat. 
Begitu pentingnya sebuah kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses Pemilihan Kepala 
Daerah, memungkinkan terciptanya suatu sistem pemilihan umum yang demokratis, jujur dan adil agar 
tercipta pula tatanan tokoh masyarakat yang lebih baik. Partisipasi tokoh masyarakat dalam momentum 
pilkada langsung menjadi landasan dasar bagi bangunan demokrasi. Bangunan demokrasi tidak akan 
kokoh manakala kualitas partisipasi masyarakat diabaikan. Karena itu, proses demokratisasi yang 
sejatinya menegakkan kedaulatan rakyat menjadi semu dan hanya menjadi ajang rekayasa bagi mesin-
mesin politik tertentu. 
Format demokrasi pada arus lokal (pilkada) memberikan adanya kadar dan derajat kualitas 
partisipasi masyarakat yang baik. Apabila demokrasi yang totalitas bermetamorfosis menjadi kongkrit dan 
nyata, atau semakin besar dan baik kualitas partisipasi masyarakat, maka kelangsungan demokrasi akan 
semakin baik pula. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil dan rendahnya kualitas partisipasi 
masyarakat maka semakin rendah kadar dan kualitas demokrasi tersebut. 
Tokoh Masyarakat pada umumnya merupakan suatu kolektifitas dari individu-individu yang 
tinggal dan menetap pada suatu wilayah yang sama dan saling berinteraksi satu sama lain, sehingga 
kumpulan individu-individu ini mempunyai karakteristik tersendiri yang dapat dibedakan dengan 
masyarakat lain. bahkan politis, tidak menjamin adanya suatu kekuatan yang menggerakkan masyarakat 
apalagi mempengaruhi perilaku memilih masyarakat. Terkadang eksistensi tokoh masyarakatlah yang 
menentukan kemana pilihan masyarakat dijatuhkan. 
Hubungan antara tokoh masyarakat dengan masyarakat itu sendiri, yakni hubungan antara tokoh 
masyarakat yang memiliki sumber kekuasaan dan kekuasaan aktual dengan masyarakat yang dikuasai. Ini 
juga sangat relevan dari apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekantoyang memberikan diferensiasi 
antara kekuasaan dengan kewenangan (authority atau legalized power) ialah bahwa kemampuan untuk 
mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan. 
Sementara itu, wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok orang,yang 
mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.Legitimasiyang diberikan oleh 
masyarakat kepada figur idolanya, biasanya menjadi barometer kekuasaan sang elit.  
Dalam hal ini, kekuasaan yang dimiliki oleh tokoh masyarakat tersebut, tidak serta merta 
termanifestasi kedalam suatu bentuk wewenang yang legitimate secara konstitusional. Melainkan hanya 
berkisar pada sesuatu pengaruh yang bersifat otokratis-tradisional, bukan secara eksplisit termaksud 
dalam aturan-aturan konstitusional.Legitimasi  terhadap figur tokoh masyarakat tentunya tidak bisa lepas 
dari suatu pahaman bahwa dominasi etnisitas yang dewasa ini muncul sebagai kekuatan politik mampu 
mendongkrak suatu bangunan politik didaerahnya. Suatu kekuatan yang bersifat sakralistik yang 
mengiringi arus demokratisasi di tingkat lokal. 
Peran tokoh masyarakat cenderung diarahkan oleh kuatnya ikatan subjektif-psikologis yang syarat 
dengan primordialisme radikal. Dengan kata lain, bahwa kuatnya ikatan yang membentuk perilaku 
masyarakat yang dapat melegitimasi suatu reziim atau sistem politik tersebut dikemukakan dengan baik 
oleh Gabriel A. Almond dan mengatakan bahwa, berbagai mitos, doktrin dan filsafat politik menanamkan 
suatu penafsiran tertentu mengenai tujuan-tujuan dan norma-norma kepada setiap generasi.  
Proses menanamkan rasa-terikat (attachment) pada diri anggota masyarakat ini kemudian menjadi 
berakar sangat kuat, sehingga kadar legitimasi pada sistem politik tersebut menjadi sangat tinggi pula. 
Secara empiris terbukti bahwa dalam sistem politik yang dapat bertahan hidup paling lama, pasti terdapat 
dukungan yang ditumbuhkan dan dipelihara oleh keyakinan yang mendalam. 
Kecenderungan budaya sukuisme (ethnic group) yang terasa pada pilkada di kabupaten minahasa 
selatan mengindikasikan bahwa demokratisasi di tingkat lokal yang diharapkan mampu memberikan 
dampak yang positif didaerah, itu kemudian jauh dari apa yang menjadi cita-cita demokrasi itu sendiri. 
Hal ini membawa kita kepada perspektif sempit dari makna politik yang lebih luas. Hadirnya 
pilkada sebagai tuntutan di ranah lokal yang merupakan manifesto kebijakan desentralisasi yang 
diselenggarakan oleh mulai hampir sebagian besar daerah di indonesia. Itu terlihat dari beberapa tokoh 
masyarakat yang berperan besar pada pemilihan bupati dan wakil bupati 2010 dikabupaten minahasa 
selatan. 
Tokoh masyarakat, tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang 
menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat 
sehingga tokoh masyarakat, tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin didalam diri 
tokoh masyarakat tersebut. 
Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat mengidentifikasikandiri 
kepada sang pemimpin, dan ia dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat.  
Berdasarkan masyarakat  yang tengah membebaskan diri dari belenggu penjajahan, biasanya 
muncul pemimpin yang kharismatik untuk menggerakkan massa rakyat mencapai kemerdekaannya.  
Dalam hal ini tokoh masyarakat adalah merupakan orang-orang yang dihormati dan disegani 
dalam masyarakatnya.Karena aktivitas dalam kelompoknya serta kecakapan-kecakapan dan sifat-sifat 
tertentu yang dimilikinya. 
Akan tetapi, pemimpin saja mungkin tidak menjamin bagi terbentuknya suatu bangsa-negara 
sebab pengaruh pemimpin bersifat sementara. Dalam hal ini ada dua penyebab. Pertama, umur manusia 
(pemimpin) terbatas, dan khususnya pemimpin kharismatik tidak dapat di wariskan. Pemimpin tidak 
hanya yang masih hidup dapat berfungsi sebagai simbol persatuan bangsa, tetapi juga yang sudah menjadi 
pahlawan. Namun, sifat permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat memerlukan tipe kepemimpinan 
yang sesuai. Kedua, tipe kepemimpinan berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat. Masyarakat 
yang berubah menghendaki tipe pemimpin yang berubah pula.  
Peran tokoh masyarakat sangat penting dalam usaha meningkatkan kerjasama yang lebih baik 
guna mencapai pilkada yang baik dan demokrasi, baik diantara elit politik maupun masyarakat.Dalam 
rangka keikutsertaan masyarakat dalam Pilkada lalu, peran serta pembangunan politik dan pendidikan 
diarahkan untuk menetapkan perwujudan demokrasi Pancasila. 
Adapun tokoh masyarakat yang dimaksud dalam pembahasan ini meliputi tokoh agama, tokoh 
pemuda, dan tokoh intelektual. 
KESIMPULAN 
 
A. Penutup 
Bertolak dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah dikemukakan 
sebelumnya maka sebagai langkah akhir dari proses penelitian ini perlu dikemukakan beberapa 
hal antara lain : 
1. Peran tokoh masyarakat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan atau bertujuan dengan 
proses adaptasi dan pelaksanaan untuk menjadikan masyarakat lebih baik dalam menanggapi 
setiap proses pembuatan dan keputusan politik. Tokoh masyarakat sebagai pelaku pengarah 
opini publik harus tetap menjaga tatanan kehidupan masyarakat sehingga konflik horizontal 
yang terkadang melibatkan beberapa kelompok etnis dapat terhindarkan. Dalam konteks 
pemilihan bupati dan wakil bupati 2010 di Kabupaten Minahasa Selatan tokoh masyarakat 
bukan hanya sekedar pengarah dan pengendali konflik,tetapi tokoh masyarakat diharapkan 
membawa semangat kedaerahan yang teraktual dalam sifat etnosentrisme. 
2. Partisipasi politik masyarakat adalah suatu sikap, pikiran atau tindakan yang mempengaruhi 
pemerintah dalam pembuatan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan. Partisipasi politik 
merupakan pikiran dan tindakan manusia yang berkaitan dengan proses pemerintahan, 
dimana tanggapan-tanggapan internal seperti pikiran, persepsi, sikap dan keyakinan serta 
tindakan-tindakan yang pada pemilihan bupati dan wakil bupati yang baru-baru ini 
dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Selatan. 
3. Berdasarkan data hasil penelitian terlihat bahwa kesadaran dalam pemungutan suara sangat 
tinggi, kesadaran masyarakat dalam menanggapi keterlibatan tokoh masyarakat dalam 
berkampanye sangat tinggi, sedangkan peran tokoh masyarakat terhadap sikap masyarakat 
dalam menjaga kejujuran dalam proses perhitungan suara juga menunjukkan angka 
yangsangat tinggi, adapun juga hal-hal lain pada tabel pembahasan yang ditunjukkan peran 
tokoh masyarakat dan pernyataan responden dalam pemilihan bupati dan wakil bupati 
kabupaten minahasa selatan 2010. 
 
B. Saran 
Berdasarkan data hasil penelitian yang telah lakukan, menunjukkan adanya suatu 
kecenderungan dominasi yang ditunjukkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati kepada 
partisipasi politik masyarakat desa guna memperoleh suara dalam pemilihan lalu. 
Dalam evaluasi peran tokoh masyarakat terhadap partisipasi politik masyarakat pada 
pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten minahasa selatan dibutuhkan kolektivitas, kinerja 
dan merupakan salah satu wujud bahwa dalam tokoh masyarakat partisipasi politik masyarakat itu 
sendiri sangat berdampak pada hubungan ikatan emosional dalam hal ini ikatan kedaerahan itu 
sendiri. 
Reaksi masyarakat sangat pada waktu kampanye kepala daerah dan wakil kepala daerah, 
menurut masyarakat setempat para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya 
berkunjung ke rumah-rumah warga, walaupun demikian masyarakat sekitar sangat mengharapkan 
agar kepala daerah tidak hanya menjual suara saja, melainkan memberikan bantuan kepada 
masyarakat yang kurang mampu secara nyata. Masyarakat hanya menginginkan pembuktian para 
calon dalam hal janji-janji mereka.umumnya warga Minahasa Selatan khusunya  di kecamatan 
amurang barat desa kapitu mengaku bosan dengan janji-janji kandidat yang sering obral janji 
namun belum juga terealisasikan dengan baik. 
Untuk itu, ada berupa saran yang dianggap penting dalam mewujudkan terciptanya suatu 
kearifan lokal yang demokratis, sehingga tatanan nilai lokal yang tertuang dalam bidang politik 
dapat terealisasi sesuai dengan aturan-aturan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu: 
1. Yakni tokoh masyarakat sebagai mainstream politik lokal harusnya bersikap pluralis, 
sehingga tercipta dan terbinanya suatu keharmonisan kehidupan masyarakat yang 
multikultural dan mendorong terwujudnya partisipasi politik yang adil dan baik serta 
menciptakan tatanan nilai kearifan yang berorientasi lokal sesuai dengan cita-cita 
demokratisasi. 
2. Hendaknya menyikapi perubahan politik yang terjadi dewasa ini hendaknya masyarakat 
khususnya yang berada di desa kapitu kecamatan amurang barat tetap bersikap dan 
berperilaku politik yang baik berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi demi menunjang 
pembangunan baik di bidang politik maupun sosial kemasyarakatan. 
3. Hendaknya pemerintah melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan politik kepada 
masyarakat agar masyarakat lebih terarah dalam berpartisipasi politik sesuai dengan sistem 
dan mekanisme yang berlaku dalam berdemokrasi. 
4. Dalam menyalurkan aspirasi politik, masyarakat diharapkan memperhatikan aspek-aspek hak 
asasi manusia yang didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku sehingga dapat tercipta 
suatu kehidupan politik dan demokrasi yang lebih baik. 
5. Hendaknya perubahan yang terjadi dewasa ini lebih di sikapi secara arif dan bijaksana dengan 
menggunakan akal sehat serta pemikiran yang jernih guna menunjang pelaksanaan 
pembangunan. 
6. Fanatisme kesukuan ditingkat daerah yang menjadi hambatan integrasi bangsa, semangat ini 
harusnya di formulasikan lebih demokratis dengan nilai-nilai kearifan lokal sehingga 
anggapan untuk tidak dapat berpartisipasi politik dapat dihindari. 
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